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Laporan PPID Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
menjadi landasan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagaimana dalam Pasal 28 F UUD 1945

disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Adapun tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

l. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan
publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta
alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik yang baik;

4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan
efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

S. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
dan/atau

7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur, dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah

mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penyediaan dan

pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara
sederhana merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan
hal tersebut. Pemberian layanan informasi publik tidak serta merta dilakukan secara
terbuka seluruhnya, terdapat informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah pemanfataan atau
penggunaan informasi yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan oleh pemohon
dan pengguna informasi.

Dalam mendukung keterbukaan informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi
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“

Informasi publik itu sendiri dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, Badan
Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu instansi
Pemerintah, wajib untuk memberikan layanan keterbukaan informasi publik, serta
untuk melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan,
Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan layanan

yang lebih optimal dan memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas kepada
masyarakat terutama terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Dasar Hukum
a.

b.

C.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan

Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengadun Layanan
Publik;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT.

J. Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor

: 900/16/BKUD1/2024
tanggal 04 Januari 2024 tentang Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
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